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STRATEGI POLITIK PENDIDIKAN KEPALA SEKOLAH  

MENENGAH PERTAMA  
 

Abstrak 
 

Kepala sekolah tidak hanya mengelola sekolah dalam makna statis, melainkan 

menggerakkan semua potensi yang berhubungan langsung atau tidak langsung bagi 

kepentingan proses pembelajaran siswa. Peran kepala sekolah dalam menciptakan kondisi 

pembelajaran yang efektif dan efisien akan berdampak pada mutu prestasi dan masa 

depan peserta didik. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan beberapa tenaga 

pendidik dan kependidikan, didapatkan informasi bahwa taktik politik yang diberlakukan 

oleh kepala SMP Muhammadiyah di Kota Salatiga sebaiknya dievaluasi untuk 

terwujudnya sekolah yang lebih baik lagi. Metode penelitian yang digunakan adalah 

Penelitian ini adalah penelitian evaluasi yang dilaksanakan dengan menggunakan model 

discrepancy. Tujuan evaluasi program dengan model discrepancy adalah untuk 

membantu administrator mengambil sebuah keputusan untuk keberlangsungan program 

selanjutnya (Dimmitt, 2010, p.45). Penelitian evaluasi program dengan model 

discrepancy ini difokuskan pada tiga aspek yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi program. Dalam penelitian evaluasi ini metode yang banyak digunakan adalah 

peninjauan (review) dokumen, dengar pendapat, dan wawancara mendalam. Berdasarkan 

hasil penelitian dengan menggunakan kriteria efektivitas, didapatkan bahwa metode 

evaluasi jalannya taktik politik berupa membangun jaringan, mengelola informasi, dan 

membangun koalisi oleh kepala sekokah menengah pertama Muhammadiyah di Kota 

Salatiga adalah kepala SMP Muhammadiyah di Kota Salatiga memiliki strategi 

membangun koalisi sebagai sarana penyamaan persepsi dan penyatuan pemikiran setiap 

tenaga pendidik untuk bisa merumuskan program sekolah sehingga program yang 

dijalankan bisa optimal. 

 

Kata Kunci : Strategi politik, pendidikan, peran kepala sekolah 
 

Abstract 
 

The principal does not only manage the school in a static sense, but also mobilizes all the 

potentials that are directly or indirectly related to the interests of the student learning 

process. The role of the principal in creating effective and efficient learning conditions will 

have an impact on the quality of achievement and the future of students. Based on 

observations and interviews with several educators and education staff, information was 

obtained that the political tactics applied at SMP Muhammadiyah Plus Salatiga should be 

evaluated for the realization of a better school. The research method used is this research 

is an evaluation research conducted using the discrepancy model. The purpose of program 

evaluation with the discrepancy model is to help administrators make decisions for the 

continuation of the next program (Dimmitt, 2010, p.45). Program evaluation research with 

this discrepancy model is focused on three aspects which include planning, 

implementation, and program evaluation. In this evaluation research, the most widely 

used methods are document review, hearings, and in-depth interviews. Based on the 

results of the study using the effectiveness criteria, it was found that the method of 

evaluating the course of political tactics in the form of building networks, managing 

information, and building coalitions at SMP Muhammadiyah Plus Salatiga City is that the 

head of SMP Muhammadiyah Plus Salatiga has a strategy of building coalitions as a means 

of equalizing perceptions and unifying the thoughts of every employee. educators to be 

able to formulate school programs so that the programs that are run can be optimal. 
 

Keywords : political strategy, education, the role of the principal 
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1. PENDAHULUAN 

Hakikat politik sebenarnya adalah kekuasaan (power) itu sendiri, Ketika kita berbicara tentang ilmu 

politik, yang kita maksud adalah ilmu kekuasaan, demikian pendapat Laswel yang dikemukakan oleh 

Isjwara (1982), kemudian Isjwara juga mengemukakan pendapat Roucek tentang masalah utama 

politik adalah masalah distribusi dan kontrol kekuasaan. Politik adalah pencarian kekuasaan dan 

hubungan politik adalah hubungan kekuasaan (Zald, M.M., and Berger, M. A. 1978), aktual atau 

potensial, jadi kekuasaan (power) dalam politik adalah pusat kajian dan bahkan Laswel mengatakan 

ilmu politik adalah ilmu tentang kekuasaan. Kekuasaan dalam arti yang sempit adalah sebagai 

kegiatan mobilisasi sumber terutama sumber daya manusia sehingga orang pada umumnya 

mendefenisikan kekuasaan sebagai definisi kekuasaan sebagaimana A memiliki kuasa atas B, 

selama A bisa memberdayakan B untuk melakukan hal yang B sendiri tidak ingin melakukannya 

(Mintzberg, 1983). Disini kekuasaan memiliki maksud memaksa orang lain dan mutlak diikuti. 

Kekuasaan sebagai pembangun ilmu politik (Abdullah, 2013), ada pula yang berpendapat 

sebagai hakikat ilmu politik itu sendiri (Apter, 1985), pada umumnya diartikan sebagai hal yang 

negatif, tidak banyak yang memandangnya secara positif (positive thinking). Konflik politik yang 

bersumber dari perebutan kekuasaan (struggle of power) (Blau, P.M., dan Scott, W. 2003), menjadi 

istilah yang tidak etis dan tabu untuk diperbincangkan. Gerakan kearah apolitik atau depolitisasi 

seperti ini juga membuat term kekuasaan menjadi negatif yang selalu dihindari. Pikiran negatif di 

atas sebenarnya bersandar pada pendapat aksi tahun 1955 yang sangat populer yaitu “Power tends to 

corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely” (Isjwara, 1982). 

Membahas mengenai kekuasaan tidak bisa dijauhkan dari fungsi penguasa itu sendiri 

(Stephen P. Robbins dan Timothy, 2015). Bila dalam lingkup Pendidikan, ada fungsi kepala sekolah 

selaku pemimpin dan penuasa di suatu Lembaga Pendidikan (Schein, 1983). Fungsi kepala sekolah 

selain sebagai manajer, juga sebagai tempat pemikir, pengembang, dan ujung tombak kemajuan 

sekolah (Zamroni, 2007). Kepala sekolah dituntut untuk progresif dan menguasai secara baik 

pekerjaannya melebihi rata-rata personil lain di sekolah, kepala sekolah diharuskan memiliki 

komitmen moral yang tinggi atas pekerjaannya sesuai dengan kode etik profesinya. Sebagai 

pemimpin, kepala sekolah merupakan subjek yang harus melakukan upgrading kemampuannya 

melalui bimbingan, tuntutan, pemberdayaan atau anjuran kepada seluruh komunitas sekolah untuk 

mencapai tujuan lembaga secara efektif dan efisien (Sirozi, 2004). Kepala sekolah tidak hanya 

mengelola sekolah dalam makna statis, melainkan menggerakkan semua potensi yang berhubungan 

langsung atau tidak langsung bagi kepentingan proses pembelajaran siswa (Solichin, 2015). Peran 

kepala sekolah dalam menciptakan kondisi habit and culture sekolah yang efektif dan efisien akan 

berdampak pada mutu prestasi dan masa depan peserta didik. Seperti yang akan dibahas dalam 

penelitian ini mengenai strategi politik kepemimpinan di sekolah menengah pertama. Hasil 



3 

observasi dengan beberapa tenaga pendidik dan kependidikan di Kota Salatiga, didapatkan 

informasi bahwa strategi politik yang diberlakukan oleh sekolah menengah pertama di Kota 

Salatiga sebaiknya dievaluasi untuk terwujudnya sekolah yang lebih baik lagi. Berdasarkan hal-hal 

tersebut di atas, penelitian dilakukan untuk mengetahui hasil evaluasi berupa kekurangan dan 

kelebihan strategi politik yang diberlakukan oleh kepala sekolah SMP. Penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai dasar pengembangan mutu pendidikan dan kualitas manajemen sekolah 

tingkat menengah pertama. 

 

2. METODE 

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini adalah penelitian evaluasi yang 

dilaksanakan dengan menggunakan model discrepancy. Tujuan evaluasi program dengan model 

discrepancy adalah untuk membantu administrator mengambil sebuah keputusan untuk 

keberlangsungan program selanjutnya (Dimmitt, 2010, p.45). Penelitian evaluasi program dengan 

model discrepancy ini difokuskan pada tiga aspek yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi program (Simanjuntak, 2005). Dalam penelitian evaluasi ini metode yang banyak 

digunakan adalah peninjauan (review) dokumen, dengar pendapat, dan wawancara mendalam 

(Sudarwan, D. 2000). 

Penelitian evaluatif pada dasarnya terpusat pada rekomendasi akhir yang menegaskan bahwa 

suatu obyek evaluasi dapat dipertahankan, ditingkatkan, diperbaiki atau bahkan diberhentikan 

sejalan dengan data yang diperoleh (S. Arikunto, 2010). Dalam penelitian ini dilaksanakan untuk 

memperoleh data serta menghasilkan kesimpulan yang ada di lapangan (Sutama, 2019). Sehubungan 

dengan evaluasi strategi sebagai politik kepala sekolah di sekolah menengah pertama dengan 

sampel sekolah Muhammadiyah tingkat menengah pertama di Kota Salatiga. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara di atas didapatkan bahwa 

pembuatan rancangan dan waktu pelaksanaan strategi politik Pendidikan berupa membangun 

jaringan, mengelola informasi, dan membangun koalisi oleh kepala SMP Muhammadiyah di Kota 

Salatiga sudah direncanakan dan tercantum dalam RKAS dan kepala sekolah mengoptimalkan 

RKAS dalam membangun jaringan, mengelola informasi, dan membangun koalisi di sekolah. Serta 

waktu pelaksanaan yang telah direncanakan dilakukan sesuai jadwal, apabila ada yang insidental 

maka yang terpenting yang menjadi prioritas dan didahulukan sesuai keperluan. 

Pada proses pelaksanaan strategi politik oleh SMP Muhammadiyah di Kota Salatiga 

didapatkan bahwa metode yang digunakan kepala sekolah dalam menerapkan strategi politik berupa 

membangun jaringan, mengelola informasi, dan membangun koalisi di sekolah adalah proses 

mengamati, meniru dan memodifikasi (ATM), di mana kepala sekolah mengamati setiap 
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perkembangan sekolah-sekolah maju di Indonesia yang kemudian dicermati dan ditiru dengan 

memodifikasi program untuk kemajuan SMP Muhammadiyah di Kota Salatiga. Kepala sekolah juga 

memberikan bimbingan tentang bagaimana kepala sekolah membimbing tenaga pendidik tentang 

cara mempelajari strategi politik Pendidikan berupa membangun jaringan, mengelola informasi, dan 

membangun koalisi yang dilakukan oleh kepala SMP Muhammadiyah di Kota Salatiga dengan cara 

breefing atau koordinasi pagi yang dilakukan sebelum jam pembelajaran dimulai. Semua informasi 

terbaru selalu disosialisasikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan saat koordinasi rutin pagi 

hari. Serta kepala sekolah memberi contoh kepada tenaga pendidik dan siswa dalam penerapan 

taktik politik berupa membangun jaringan, mengelola informasi, dan membangun koalisi oleh 

kepala SMP Muhammadiyah di Kota Salatiga. Bimbingan tersebut diberikan dalam beberapa 

bentuk, antara lain dengan adanya pelatihan rutin dan kegiatan motivasi untuk memberikan 

keteladanan dan contoh yang baik bagi para pendidik dan tenaga kependidikan. 

Pada poin respon guru terhadap pelaksanaan strategi politik SMP Muhammadiyah di Kota 

Salatiga, didapatkan bahwa mengenai tanggapan tentang pelaksanaan taktik politik berupa 

membangun jaringan, mengelola informasi, dan membangun koalisi yang diberlakukan oleh kepala 

SMP Muhammadiyah di Kota Salatiga perlu dikembangkan lagi terutama pada trategi marketing 

perlu untuk keperluan membangun branding sekolah. Jika tanpa adanya relasi, kebutuhan untuk 

memasarkan sekolah yang bermutu akan menjadi berkurang. Mengenai pentingnya pelaksanaan 

taktik politik berupa membangun jaringan, mengelola informasi, dan membangun koalisi oleh 

kepala SMP Muhammadiyah di Kota Salatiga sangat penting, terlebih untuk sekolah swasta. 

Dengan taktikn politik maka percepatan kemajuan sekolah akan terwujud. 

Pada faktor penghambat dan pendukung jalannya strategi politik oleh kepala SMP 

Muhammadiyah di Kota Salatiga, didapatkan data bahwa membangun jaringan, mengelola 

informasi, dan membangun koalisi yang diberlakukan oleh kepala SMP Muhammadiyah di Kota 

Salatiga adalah komunikasi, terutama antar tim (sumber daya manusia) yang solid dan didukung 

dengan sarana prasarana sekolah yang memadai serta stake holder yang mendukung setiap program 

sekolah. Faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu keterbatasan waktu, 

terutama pada saat pandemi seperti ini yang mengharuskan semua pertemuan melalui video dan 

aplikasi yang memakan kuota internet lumayan banyak sehingga semakin banyak waktu yang 

diperlukan maka semakin banyak pula kuota yang dibutuhkan. Selain keterbatasan waktu, ada pula 

cuaca yang tidak menentu sehingga signal sulit didapatkan dan memengaruhi jaringan saat 

melakukan kegiatan secara virtual. 

Pada poin evaluasi jalannya strategi politik oleh kepala SMP Muhammadiyah di Kota 

Salatiga, didapatkan bahwa metode evaluasi jalannya taktik politik berupa membangun jaringan, 

mengelola informasi, dan membangun koalisi oleh kepala SMP Muhammadiyah di Kota Salatiga 
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adalah metode langsung dan tak langsung. Metode langsung yaitu evaluasi yang dilakukan secara 

langsung sesaat setelah suatu acara selesai dilakukan, membahas mengenai kekurangan dan kendala 

selama jalannya acara. Metode tak langsung yaitu metode dengan menggunakan formulir atau 

angket tertulis yang disebar saat akhir tahun pembelajaran, berisi pertanyaan tentang keberhasilan 

program, kendala dan kekurangan selama satu periode dan dibahas dalam rapat kerja akhir tahun 

sebagai evaluasi besar. Setiap program pasti memiliki tingkat keberhasilannya masing-masing, 

setiap kegagalan program adalah suatu pembelajaaran bersama untuk lebih baik. Peran kepala 

sekolah di sini adalah menyelaraskan, menyamakan persepsi dan muhasabah diri setiap tenaga 

pendidik dan kependidikan demi kemajuan sekolah di tahun ajaran berikutnya. 

 

4. PENUTUP 

Lembaga pendidikan (Sekolah atau Perguruan Tinggi), lembaga yang bersifat kompleks atau unik 

(Zainal, Veithzal Rivai, dkk. 2010). Bersifat Kompleks karena lembaga pendidikan sebagai sesuatu 

organisasi yang di dalamnya terdapat berbagai dimensi yang sama lain salaing berkaitan dan saling 

menentukan. Sedangkan sifat unik, menunjukkan bahwa lembaga pendidikan sebagai organisasi 

memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh oraganisasi- oraganisasi lain. Ciri-ciri yang 

menempatkan lembaga pendidikan memiliki karakter tersendiri, dimana terjadi proses belajar 

mengajar, tempat terselenggaranya pembudayaan kehidupan umat manusia, oleh karenanya di dalam 

lembaga pendidikan memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi. Keberhasilan lembaga pendidikan 

adalah keberhasilan pimpinan lembaga pendidikan. Pimpinan lembaga pendidikan yang berhasil 

apabila mereka memahami keberadaan lembaganya sebagai organisasi yang kompleks dan unik, 

serta mampu melaksanakan peranannya sebagai seseorang yang diberi tanggungjawab untuk 

memimpin lembaganya (Yusup, M. (2018). 

Efektivitas kepemimpinan sangat erat kaitannya dengan konsep kekuasaan (Pulungan, 

2019). Seorang pemimpin bisa melakukan tugas kepemimpinannya jika dia memiliki kekuasaan 

(Sarnoto, 2012). Kekuasaan dapat memberikan implikasi positif maupun negatif terhadap 

kepemimpinan seseorang (Wandt, E. and B. G. W., 1957). Jika kekuasaan itu dipegang oleh mereka 

yang jujur, adil, dan bijaksana maka akan memberikan kebaikan dan manfaat bagi bawahannya. 

Namun jika sebaliknya, kekuasaan itu ada di tangan pemimpin yang korup, maka kepemimpinannya 

hanya akan membawa implikasi negative atau mudarat kepada bawahan (Triwijayanto, 2009). 

Dalam kaitannya dengan kepemimpinan kepala sekolah, maka seorang kepala sekolah harus mampu 

menentukan jenis kuasanya berdasarkan kondisi yang dihadapi. dalam hal ini guru. Banyak kepala 

sekolah yang gagal menjalankan tugas-tugasnya hanya disebabkan oleh salah dalam menggunakan 

kekuasaannya (Irianto, 2012). Banyak guru yang sibuk dengan dirinya sendiri (Dasman, 2002). 

Apapun yang disampaikan oleh kepala sekolah senantiasa tidak mendapatkan respon yang baik 

(Cialdini, 2005). Celakanya lagi, ada guru yang sengaja menghindar berhadapan dengan kepala 
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sekolah lantaran tidak suka atau tidak sepaham dengan berbagai kebijakan yang diambil (Mathews,  

(1983). 

Kepemimpinan kepala sekolah (Bolman, L.G., dan Deal, 2003), dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi strategi politik oleh kepala SMP Muhammadiyah di Kota Salatiga sudah 

terstruktur dalam RKAS atau rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Setiap program sudah 

terencana dan terjadwal secara runtut yang sebelumnya sudah dibahas melalui rapat koordinasi kerja 

awal tahun ajaran bersama dengan jajaran pimpinan sekolah yang meliputi wakil kepala sekolah, 

kepala sekolah, komite, dan majelis dikdasmen pimpinan cabang Muhammadiyah. Setiap program 

pasti memiliki tingkat keberhasilannya masing-masing (Allison, 1971), setiap kegagalan program 

adalah suatu pembelajaaran bersama untuk lebih baik (Hughes, Richard L., dkk. 2012). Peran 

kepala sekolah di sini adalah menyelaraskan (Mulyasa, 2013), menyamakan persepsi dan muhasabah 

diri setiap tenaga pendidik dan kependidikan demi kemajuan sekolah di tahun ajaran berikutnya 

(Munaisiroh, 2018). 
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